
BUPATI TANA TORAJA 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA 
NOMOR 19 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2016 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN TANA TORAJA 
TAHUN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI TANA TORAJA, 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 ten tang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pernerintah Daerah, 
yang menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan 
keadaan dalam tahun berjalan; 

b. bahwa peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tana 
Toraja Tahun 2017 tidak sesuai dengan perkembangan 
keadaan dalam Tahun 2017 sehingga perlu disesuaikan dan 
diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbanagn sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
Nomor 1822); 

?. Undanz-Undanz Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 



3. ndang- ndang omor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pernbangu nan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405}; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor l 2 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentarig Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 · tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Ta.mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 



12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 - 2030; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah" 
Daerah Tahun 2016 - 2021; 

16. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tana Toraja Tahun 2017; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANA 
TORAJA TAHUN 2017. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja 
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2017( Berita Daerah 
Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 14), diubah 
se bagai beriku t : 

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2A 
RKPD Perubahan Tahun 2017 disusun dengan maksud: 

a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam 
menyusun Rencana Kerja ( Renja ) OPD Perubahan 
tahun 2017; 

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas 
Plafon Anggaran sementara Perubahan Tahun 
Anggaran 2 0 1 7; 

c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah 
Perubahan Tahun Anggaran 2017; 
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d. Sebagai bahan evaluasi untuk memastikan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 
Anggaran 201 7 telah diasusun berlandaskan RKPD 
Perubahan Tahun 2017. 

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7, disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6A 
. -· 

Rincian Perubahan RKPD Kabupaten Tana Toraja 'f�J:iun 
2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Bupati ini dan merupakan bagian terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati mi mulai berl;aku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati iru dengan 
penempatannya dalam Berita Kabupaten Tana Toraja. 

Ditetapkan di Makale 
pada tanggal 23 AGU.STU.S ?-.o ll 

NAE 

Diundangkan di Makale 
pada tanggal �3 AGU1TV.S 2017 

KABUPATEN TANA TORAJA, 
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